
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR r TAHUN 2013 

TENTANG 

PERJALANAN OINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA 
PALEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib 
administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya 
perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi 
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu meninjau 
kembali dan merubah Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 
guna mempedomani surat Menteri Keuangan Nomor S-529 / 
MK.05 / 2012 tanggat 23 Juli 2012 hal perjalanan dinas dalam 
negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak 
Tetap, maka perlu mengalur kembali ketentuan mengenai 
perjalanan dinas dalarr negeri lingkup Pemerintah Kola; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Perjatanan Dinas Dalam Negeri Lingkup . Pemerintah Kota 
Palembang. 

Mengingat : 1. Undang - Undang No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran RI 
Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
1821); 

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara RI Nomor 3455); 

3. Undang - Undang No11or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 

4. Undang - Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan alas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2008 Nomor 59, Tamb~han Lembaran Negara RI Nomor 4844}; 



Menetapkan 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Oaerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4028) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, 
T;:tmbahan Lembamn Negato RI Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4737); 

10.Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri <euangan Republik Indonesia Nomor 
113/PMK.05 tentang Perjalanan Dinas Oalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawal Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

12.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah 
Kota Palembang T ahun 2007 Nomor 2); 

13.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerinta.han Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6): 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

BABI 
K:TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 
4. Walikota adalah Walikota Palembang. 
5. Wakil Walikota adalah \!Vakil Walikota Palembang. 

TENTANG 
LINGKUP 



6. Pimpinan dan Anggola DPRO adalah Pimpinan dan Anggola 
DPRO Kola Palembanc. 

7. Sekretaris Oaerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah 
Sekrelaris Daerah Kola Palembang. 

8. Sekretarial Oaerah adalah Sekrelariat Oaerah Kola Palembang 
yang dipimpln oleh Sekrelaris Oaerah. 

9. Pegawai Negeri Sipit yang setanjulnya disingkal PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 
sebagaimana tetah diJbah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999. 

10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipit yang selanjutnya disingkat 
Pegawai Non PNS adalah Pegawal non PNS Kontrak dan Pegawai 
Non PNS lainnya yang diangkaVdilugaskan untuk jangka waktu 
tertentv. guno mclak3anekan tu9a$ pemerintc:ah t.l,;111 µt!mbangunan 
yang bersifat leknis profesional dan administratif sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

11. Saluan Kerja Perangkat Dae rah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat deerah pada pemerinlah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kepala SKPD 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan lugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran 
pada SKPD yang bersangkutan. 

14. Perjalanan Oinas Oalam Negeri yang selanjutnya disebut 
perjalanan dinas adata1 perjalanan keluar dari tempat kedudukan 
ke tempat yang dituju dan kembati ke tempat kedudukan semula, 
baik perseorangan maupun secara bersama atas perinlah pejabat 
yang berwenang untuk kepenlingan Pemerintah Kota Palembang. 

15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu dan dibayarkan sekaligus. 

16. Biaya riil adalah biaya yang diketuan<an sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

17.Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjatanan Dinas 
yang dihrtung sesuai kebutuhan riil berdasan<an ketentuan yang 
berlaku. 

18.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah 
dokumen yang menjad dasar pembuatan surat perlntah perjalanan 
dinas. 

19. Surat Perjalanan Oinas yang selanjutnya disebut SPD adalah 
dokumen yang diterbi1kan dalam rangka pelaksanaan perjalanan 
dinas bagl Pejabat, PNS/CPNS serta Pegawai Tidak Tetap untuk 
melaksanakan perjalanan dinas. 

20. Pelaksana SPD adalah Pejabat, PNS/CPNS dan Pegawai Tidak 
Tetap yang melaksana:~an perjalanan dinas. 

21 . Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 
22. Tempat kedudukan adalah kola kantor/satuan/unit kerja berada. 
23. Tempat bertolak adatah tempat/kola melanjutkan perjalanan dinas 

ke tempat tujuan. 



24. Tempat tujuan adalah lempat kola yang menjadi tujuan perjalanan 
dinas. 

25. Detasering adalah penugasan semenlara waklu. 
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 

kerja dalam jumlah tertenlu yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran unluk membiayai kegiatan operasional sehari-harl 
saluan kerja, yang tidak mungkin dilakukan mefalui mekanisme 
pembayaran langsung. 

BAB II 
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

(1 ) Peraluran Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam negeri lingkup 
Pemerintah Kola Palembang. 

(2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ) 
meliputi : 
a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan 
b. Perjalanan dinas keluar daerah. 

(3) Perjalanan dinas dalam n~geri lingkup pemerinlah kola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada : 
a. Walikota dan Wakil Walikota: 
b. Pimpinan dan anggote DPRD; 
c. Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri Sipil; 
d. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Telap. 

BAB Ill 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasaf 3 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai 
berikut : 
a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentlngan yang sangat llnggl dan 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerinlahan; 
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

SKPD; 
c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; 
d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan 

pembebanan biaya perjalanan dinas. 



BABIV 
PERJALANAN DINA$ DALAM DAERAH 

Pasa14 

(1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
ayat (2) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
kanlor ke saluan kerja / ii stansi diluar lingkup Pemerintah Kola yang 
berlokasi dalam daerah. 

(2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka : 
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan: 
b. Mengikuti rapat. seminar, dan sejenisnya. 

(3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan 
eecsra. lumpoum. 

(4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai 
berikut : 
a. Biaya perjalanan dinas dalam claerah cliberikan untuk 

pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu 
minimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) han; 

b. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila 
perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk 
perjalanan yang bersifal rutin. 

BABV 
PERJALANAN DINA$ LUAR DAERAH 

Pasal5 

Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
ayat (2) terdiri atas : 

a. Perjalanan dinas keluar daerah clalam provinsi: 
b. Perjalanan dinas keluar daerah tuar provinsi. 

Pasal6 

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka : 
a. Studi banding, konsultansl, dan sejenisnya; 
b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah 

dan sejenisnya; 
c. Pengumandahan (detas,nng): 
d. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 
e. Menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawa.i Negeri atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang dttunjuk, untuk 
mendapat surat kete-angan dokter tentang kesehatan guna 
kepentingan jabatan: 

f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter 
karena mendapat ceders pada waktu/karena melakukan tugas; 

g. D,tugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas; 



h. Melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya 
berdasarl<an surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan 
Wakil Walikota. 
Mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia 
dalam melakukan pe,jalanan dinas. 

Pasal7 

(1) Perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen 
sebagai berikut : 
a. Uang harian; 
b. Biaya transport / biaya Bahan Bakar Minyak (BBM): 
c. Biaya penginapan; 
d. Uang representasi; 
e. Sowa kendaraan delam kota, 
I. Biaya angkutan dan pemetian jenazah. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri 
alas: 
a. Uang makan; 
b. Uang saku. 

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. Biaya modal transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat 

tujuan; 
b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / 

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. 
(4) Da!am hal perjalanan dinas dilakukan dangan menggunakan 

kendaraan dinas make biaya transport diberikan berupa uang 
pengganlian BBM, dari tempat kedudukan ke tempat tujuan. 

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau 
tempat penginapan lainnya. 

(6) Dalam hal pelaksana terjalanan dinas tidak menggunakan biaya 
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 

30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dibayarl<an secara lumpsum. 

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, PNS E$8lon II , PNS eselon Ill dan PNS eselon IV 
selama melakukan perjalanan dinas. 

(8) Sews kendaraan dalam kola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dapat diberikan kepada Walikola, Wakil Wallkota dan 
Pimpinan DPRD untuk keperfuan pelaksanaan tugas di tempat 
tujuan. 

(9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah 
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. 



(10) Bia ya angkutan dan ~emetian jenazah diberikan hanya untuk 
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf i. 

Pasal8 

Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, 

diberikan selama-lamanya 2 (dua) hari serta drtambah 1 (satu) hari 
untuk perjalanan yang memerlukan transrt, untuk peserta dibatasi 
sebanyak-banyaknya adalah 10 (sepuluh) orang termasuk peserta 
dari luar SKPD untuk ke satu tempat tujuan. 

b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf I>, 
dibotikan berdesarkan jumlah waktu ::;t,,~uai undangan dan paling lama 
dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan. 

c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, 
diberikan setingg-tingginya adalah untuk 10 (sepuluh) hari penugasan. 

d. Perjalanan dinas sel>agaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dan e. 
diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan. 

e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dan h 
diberikan berdasarkan jumtah waktu sesuai penugasan, dan dapat 
mengikut sertakan keluarga / pendamping sebanyak 1 (satu) orang. 

f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g 
diberikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) 
hari. 

g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i, waktu 
pelaksanaan selama-lamanya 3 (hari), dan pelaksana SPD termasuk 
pihak keluarga berjumlah 3 (tiga) orang. 

BAB VI 
BIAYAPERJALANAN DINAS 

Pasal9 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1 ), dibagi datam 4 (em pat) golongan yaitu : 
a. Golongan IV 
b. Golongan Ill 
c . Golongan II 
d. Golongan I 

(2) Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Plmpinan dan Anggota 
DPRD disetarakan dengan PNS Golongan IV. 

(3) Datam hal memertukan narasumber yang berasal dari luar daerah 
dan narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya 
perjalanan dinas dari ar,ggaran instansi / satuan kerja lainnya, maka 
kepada narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam 
daerah yang besarannya disetarakan sesuai tingkat kepatutan. 

(4) Rincian besaran l>iaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 



Pasal 10 

(1) Bia ya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 5 digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu : 
a. Tingkat A untuk W2likota. Wakil Walikota, Pimpinan OPRD, dan 

Sekretans Daerah; 
b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Eselon II: 
c. Tingkat C untuk PNS dengan kedudukan stn,ktural eseton Ill / 

golongan IV; 
d. Tingkat D untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV / 

golongan Ill; 
e. Tingkat E untuk PNS golongan II I I/ CPNS. 

(2) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya peljalanan dinas luar 
daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menuru: tingkat pandidikan/ kepatutan/tugas yang 
ber&.a.ngkvton, 

(3) PNS golongan II I I / CPNS dan Pegawai Non PNS dapat melakukan 
perjatanan dinas luar daerah dalam hat mendesak/khusus, seperti 
dalam hal tenaga teknis tidak dlperoleh di tempat yang 
bersangkutan. 

(4) Komponen biaya perjalanan luar daerah sebagaimana dlmaksud 
dalam pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
ketentuan sebagai berikut 
a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 

tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; 

b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya nil berdasarkan 
fasilitas transport untuk yang menggunakan kendaraan dinas, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 111 yang merupakan 
bagian tidak terpisarkan dari Peraturan Walikota ini; 

c. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas 
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi 
dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV 
yang merupakan ~agian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota inl: 

d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, 
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6). dan 
biaya penginapan yang dapat dlberikan setinggi-tingginya 
sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; 

e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan 
batas tertinggi sebagaimana dlatur datam lampiran II yang 
merupakan bagian t'dak terpisahkan dari peraturan Walikota ini; 

f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya rill 
dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini; 

g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayar1<an sesuai biaya 
riil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini. 

i. Biaya perjalanan di1as kurang dari 24 {dua puluh empat) jam 
diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
lamp,ran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan Walikota ini. 



Pasat 11 

(1) Dalam hat perjalanan dinas ketuar daerah dilakukan secara 
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, petaksana SPD 
dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama dan / atau 
menggunakan penyedia jasa. 

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang / jasa 
pemerintah. 

(3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan 
perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian / pengadaan 
tiket dan/atau biaya penginapan. 

(4) Dalam hat biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih Unggi dari satuan blaya 
hotel / penginapan &eb&g&il , 1ct1 •~ Uh:1t1,.11 <Jc1larn Peraturan Wallkota tn l, 
maka pelaksana SPD nenggunakan fasilitas kamar dengan biaya 
terendah pada hotel/penginapan dimaksud. 

Pasal 12 

(1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sebetum perjatanan 
dinas dilaksanakan. 

(2) Dalam ha! perjatanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya 
perjalanan dinas seba3aimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibayarkan setetah perjalanan dinas selesai. 

Pasa113 

(1) Dalam hat jumlah hari Perjalanan dinas keluar daerah melebihi 
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh 
kesalahan/ketalaian Pelaksana SPD dapat dipertimbangkan untuk 
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang 
representasi. 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan 
untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 hurur b dan d, 
dan dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran 
dengan melampirkan dckumen surat keterangan perpanjangan tugas 
dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari 
Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi tainnya. 

(3) Oalam ha! jumtah hari Ferjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPD, petaksana SPD harus mengembalikan 
ketebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi. 

(4) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, 
uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kola sebagaimana 
dimaksud ayat (3) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 huruf h. 



BAB VII 
PELAKSANAAN DAN PROSEOUR PEMBAYARAN 

BIAVA ~ERJALANAN OINAS 

Pasal 14 

(1 ) Pelaksana SPO harus mengajukan ijin guna persetujuan 
pelaksanaan perjalanan dinas. 

(2) Pemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Kepala SKPO memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan 

dinas kepada pelaksana SPO yang berasal dari SKPO yang 
dipimpinnya. 

b. Walikota/\/Vakil Walikota memberikan persetujuan pelaksanaan 
perjalanan dinas kepada pelaksana SPO dengan Jabatan eselon 
II/yang disetarakan dan kepala SKPO 

c. Pimpinan OPRO memberikan persetuj uan pelaksanaan 
perjalanan dinas kepada anggota OPRO. 

Pasal15 

(1) Dengan berdasarkan parsetujuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 14, maka penerbrtan Surat Tugas diatur sebagai berikut : 
a, Walikota/Wakil Wali~ota untuk perjalanan dinas yang dilakukan 

Sekda. 
b. Sekda untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota , Wakil 

Walikota, PA I Kepata SKPO dan pejabat lainnya setingkat 
eselon II. 

c. PA/Kepala SKPO untuk perjalanan dinas yang dilakukan PNS 
dan Pegawai Non PtJS yang bertugas pada SKPO berkenaan. 

d. Ketua OPRO untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan 
OPRO serta anggota DPRO. 

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh 
masing-masing satuan kgrja pelaksana SPD. 

(3) PNKepala SKPD menerbitkan SPD untuk biaya perjalanan dinas 
yang dibebankan pada OPA-SKPO berkenaan. 

(4) PA / Kepata SKPD dalzm menerbitkan SPO sekaligus menetapkan 
tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan 
untuk metaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan 
ketersediaan anggaran. 

Pasal 16 

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam 
batas pagu anggaran yang tarsedia dalam DPA-SKPD berkenaan. 

(2) Pembayaran biaya perjatanan dinas dilakukan metalui mekanisme 
Uang Persediaan (UP) danlatau mekanisme Pembayaran Langsung 
(LS). 

(3) Pembayaran biaya Perjalanan dinas dalam negeri dengan 
mekanisme LS dilakukan metalui : 
a. perikatan dengan penyedia jasa; 
b. Bendahara pengeluaran; 

(4) Perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dengan penyedia jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : 



a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan Studi banding, 
konsultansi, dan sejenisnya; 

b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri 
undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan 
sejenisnya. 

Pasal 17 

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP 
dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD 
oleh bendahara pegeluaran. 

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), 
berdasarl<an persetujuan pemberian uang muka dari KPA dengan 
melampirkan dokumen sebagai berikut : 
3 . S ur.lt Tu9a3; 
b. Fotokopi SPD; 
c. Kwitansi tanda terima uang muka; dan 
d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. 

Pasat 18 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS 
dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Bendahara 
Pengeluaran atau pihak <etiga. 

(2) Dalam hat biaya perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan 
perikataniperjanjian dengan penyedia jasa, maka nilai satuan harga 
datam kontrak / perjanjian tidak boleh melebihi tarif tiket resml yang 
dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan / 
hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan / hotel. 

Pasal19 

(1) Dalam hat blaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan 
kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang 
seharusnya dipertanggJngjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan 
Dinas tersebut harus disetor melalui Bendahara Pengeluaran. 

(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarl<an 
kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya. dapat 
dimintakan kekurangannya melalui mekanisme UP atau LS. 

Pasal 20 

(1) Dalam hat terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya 
pembatalan dapat dibebankan pada DPA ..SKPD berkenaan. 

(2) Dokumen yang harus dilampirl<an dalam rangka pembebanan biaya 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Surat Pernyataan pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan 

dari atasan Pelaksana SPD / Pejabat yang menerbitkan Surat 
Tugas, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 



VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini; 

b. Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan 
Dinas Jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini; 

c. Pernyataan / tanda bukti besaran pengembaltan biaya transport 
dan I atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportas, 
dan I atau penginapan yang disahkan oleh KPA 

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA -SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; 

atau 
b. Sebagian atau selu-uh biaya tiket transportasi atau biaya 

penglnapan yang tidak dapat dikembalikan / refvnr:J. 

BAB VIII 
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINA$ 

Pasal21 

(1) Pelaksana SPD memper1anggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan 
Oinas dalam o,egeri kepada Pemberi tugas dan biaya perjalanan 
dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas 
dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban tiaya Perjalanan Oinas sebagaimana 
domaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. Surat Tugas yang sah darl atasan Pelaksana SPD; 
b. SPO yang telah ditandalangani oleh Pejabat ditempat 

pelaksanaan Perjalanan Dinas alau pihak terkait yang menjadi 
tempat tujuan Pe11alanan Dinas; 

c. T,ket pesawat. boarding pass, airport tax I retribusi, dan/atau 
bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan 

d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang 
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang Jasa 
penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel I penglnapan. 

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh, 
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapal 
menggunakan daflar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

(4) KPA melakukan perhhungan rampung seluruh bukti pengeluaran 
biaya Perjalanan Donas dan disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran. 

(5) KPA mengesahkan buk:i pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran 
sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan SPM/SP20 
LS Perjalanan Dinas. 



Pasal22 

Pelaksana SPO yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari 
harga sebenarnya (mark up), dan/atau menerima biaya perjalanan dinas 
rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan 
Dlnas dalam negeri, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan 
yang dilakukan. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal23 

(1) rejabt11t penerbit Surat Tugas s~tJc:Syi:Siuu:ma dimaksud aaIam pasal 
15 ayat (1) dapal memerintahkan pihak lain diluar 
PNS/CPNS/Pegawai Nor PNS untuk melakukan Perjalanan Dinas. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan 
perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota, digolongkan 
dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 O ayat (1 ). 

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditentukan oleh KPA dengan mempertimbangkan tingkat 
pendidikan / kepatutan I tugas yang bersangkutan. 

Pasal 24 

PA / Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap 
pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan 
prinsip perjalanan dinas dan dilaksanakan sesual ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal25 

Dengan dltetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Oinas Jabatan 
Oalam Negeri Bagi Walikota, Wak.il Walikota, Pimpinan / Anggota OPRO, 
dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non Pegawai Negeri Slpil Di 
lingkungan Pemerintah Kota Palembang , dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



Pasal26 

Peraturan ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menge:ahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan inl, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kola 
Palembang. 

Oiundan9kan di PalemWn9 
pads. tenggt',I 
Pih. SEKRETARIS OAERAH KOTA PALEMBANG 

/ 
Ir. H. T Fl SYAKRONI, MM 
BERi OAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NCMOR ]-

Oitetapkan di Palembang 
pada tanggal 



t.ampiran 
Nomor 
langgal 

PerJ;turan WalJkota i>atembana 
Tthun 2013 
2013 

BIAVA PERJALANAN OINAS OALAM OAERAH 

' 
No, URAIAN Be>an,n Biayo / hari 

1. Golongan IV/ di~tarakan Rp 170.000,, 

2. Golongan Ill/ cftsetorabn Rp. 150,000,· 

3 Golonpn II/ disetaral<on Rp. 125.000,-

4 Golongan I/ dlsetarakan Rp. 100.000,• 

H. ODY $ANT NA PUTAA 
CMinC11ngkan d1 Palembang 

peclo~ 
Pih SEKRETARIS OAEAAH KOTA PAl EMBAl'G 

1,~~w 
BE:i'~:OTA PAlEM8At10 TAHUN 2013 N0MOR r 



tamplran 
Nomor 

Tang.gal 

Peratufan Wallkota Palembang 
Tahun 2013 
2013 

NO URAIAN 

I Luar Provinsi 

II Dalam Provinsi 

NO URAIAN 

I Luar Provill$i 

II Dal.1m Provinsi 

Kele~ngan : 

1. 

SATUAN BIAVA UANG HARIAN PERJAIANAN OINAS KELUAR DAERAH 

TINGKATA TINGKAT8 TINGKATC 

SATUAN Walik0Udt11'\ WatlfWIJ:likota Sekretari, Mggota DPRO Eselon II rs,..., 111/ 

Ketua o-.>RD & Waldl 1<11tua OPRO OaerJh 
Golonpn IV 

(OH) 1.800.000 1.700.000 u;oo.ooo 1.400.000 1.300.000 uoo.ooo 

(OH) 1.300.000 1.200.000 uoo.ooo 1 ,000.000 900.000 800.000 

SATUAN BIAVA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH 

SATUAN waUkotadan Wakll Wafikota 5ekretari$ AnUotaDPRO £sel(ln 11 Eselon Ill 

l<etua DPRD & WU.ii Ketua OPRO merah 

(OHi 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 

(OH} 700.000 700.000 700.000 500.000 soo.ooo 400.000 

2, 

Uang harian dan uang (t-presenwl dlbenkan berdasark:an banyak.nya hari yang dipe,luhn unwk melaksanaktn pe(lalanal\ diMS 

dlmulaJ darl hari keberangkatan s/d hari tiba kembc1-lldltempat kedudu~.1n 
Oalam h31 wa~tu tlb3 kembali dlte,mp.at kedudukan sebelum pulrul 18.00 w\b maka ua"g harian da.n uang representasl diberikan setinggi-tingglnya 

75% dari besaran yang ditetapkan dalarn lampt.rifl yang merupakan bagian tldal: te,pi$ilhkan dari PeratufM Walil<ot:a in.I. 

Olondangk.an 41 P~mb&ng 

pada lllnggOI 
Pl,. SEKRETARIS OAERAH KOTA PALEMBANQ 

TINGKATD 

EselonfV / 

Golonganut 

1.000.000 

700.000 

ldala!" r~_piati> 
Eselon IV 

400.000 

300.000 

I, H T1JJfl~M 

H. lOOV SANTANA PUTRA 

BER¢; OAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR ? 

{d;ilam rupiah) 

TINGKAT E""" 
Golonganl 

dan Goiongaft 11 

900.00C 

600.000 



tamplran _, 
Nomor 
nnggal 

Peraturan Walikota Palembang 

Tahun 2013 

2013 

FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

No Tingkat 

Perj41lanan Din.as 

1 Tingkat A 

2 Tingl<at B 

3 Tlngkat C 

4 Tin.skat o 

s Tingkat E 

Olundangun di Palembang 

pada tangg.al 

Pesawat Udara 

Bisnis 

Ekonoml 

Ekonomi 

Fknnoml 

Ekonomi 

Pih. SEKRETARIS OAERAH KO'rA PALEMBANG 

,,. 

FIK YAK.RONI, MM 

Moda Transportasi 

Kapal laut Kereta Apl/Bu, 

VIP /Kela, I fksekutif 

Kela.s 18 Ek,ekutif 

Kelas II A Eksekutif 

Ket.,~ 11 A Ekseh.ulif 

Kelas IIA Eksekutlf 

H, ODY SAN NA PUTRA 

QAERAH KOTA P.A.1.EMBANG TAHUN 2013 NOMO~ 1 

Blaya 

Rill 

Riil 

Rlil 

Kil l 

Riil 



Lampiran 
Nomo( 
Tanggal 

Peraturan Walik.ota Palembang 
Tahun20H 
2013 

KETnAPAN KE&UTUHAN BBM ( Pulang • Pergi) 

No. Jarak Tempuh Tujuan 
(KM) 

1. 32 Ogan lllr 

67 Ogan Kome(in.g llir, 8anyuasln, 

Prabumullh 

2. 12S Musibanyuasln 
3, 18S Muaraenim 

4 , 200 • 220 OKU, OKUT, OKUS 

s. 230 · 270 lal>at 

6. 380·430 Pagar AJam, Empat Lawang 

Musi Rawas, Lubuk lln"O'C11U 

Oiu'Klangk.an di Pe!eml>ang 

pada tanggal 
Pih. SEKRETARIS OA.E.AAH KOTA PA.LEM8ANG 

/ 

IK AKRONI.MM 

OAERAH KOTA PAl.EMBA.NG T AH\JN 20"•3 NOM::>R 1 

Premium lltr) Solar (ltr) 
Kendaraan k1mdaraan 
<2000 cc >= 2000cc >= 2000cc 

14 20 2S 
18 24 29 

27 33 38 
36 42 47 

4S 51 S6 

S6 62 67 
78 84 89 



Lampiran ..., 

Nomor 
T•ngg•I 

Peraturan Wa~kota PalemNng 
Tahun 2013 

2013 

SATUAN BIAVA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR OAERAH 

NO URAIAN SATUAN 

W.aliu,t, dM 

ketua DPRD 

I lu,r PrOVin.si 
1. Wilayah Indonesia Barat (OH) J.700.000 
2 Wil.lyoh lndooesi.l Ttnph (OH) 2.200.000 
3. Wllayah Indonesia Timur (OH) 2.800.000 

II ~tam Provinsl (OH) 1,000.000 

PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN 

NO URAIAN 

l. Pulau Jawa 

2. Luar Pul.au Jawa 

~di P*mbang 
pado langgal 

SATVAN 

(OH) 

(OH) 

Pih SEl<AFTAAIS DAERAH KDTA PAJ.EMIWIO 

,,. 

(Gtlfm'-1\J 

81ayaSewa 

J .S00.000 

1 .750.000 

Ir. H. ~ FIK}\'AKRONI MM 

A-. KOTA PN.EMOANG TN<Ut. 2013 NOMOfl I 

'°'_,..,., 
TlNGKATA TINGKATB TlNGkATC TINGKATD TlNGKATE 

Waldl Wall:Ot.1 Mbt:tw Anaouo,1'1)/ &elo,, ■/ &e""'"'' GoloocMI 
& Wakil Ketu1 OPRO tNt11h (Mlonll G~or11an1V GolonpnOI dan Gotof'lgan It 

1.700.000 1.600.000 1.300000 900.000 700.000 SOD.ODO 
2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.400.000 1-200.000 J.000.000 

2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.000000 1.800.000 1,600.000 

1,000.000 900.000 700.000 S00.000 400.000 300.000 

I 

H, EDDY SANTANA PUTRA 



tampiran "' 

No,nor 
Tarual 

Peraturan Wallkou:i Palembang 

Tahun 2013 

2013 

BIAVA PEMETIAN DAN APIGKUTAN JENA2AH 

No Tingkat Uraian 

Perjah:anan Dinas 

1 TlngkatA 

2 Tlngkat B 

3 Tingkat C 

• Tin9k;it ~ 

5 Tlngkat E 

Oiundangkan (11 Pa.4embang 

pada !&"99:;tl 

Bioya Pemetlan (Rp) . 
S.000.000,00 

4.000.000,00 

3.000,000,00 

2.?'!,0.000,00 

2.500.000,00 

Pih. SE.KRETMU$ 0 RAH KOTA PALEMBANG 

lr. H.TAU KS~~ 
SERITA AERAHKOTAPALEMBANGTAHUN2013NOI\IOR 1 

Pengangkutan 

Menurut Tar;f vane bertaku dan a lilt 

angkutan yang digunakan 



No. 

1. 

2. 

Umpiran 

Nomor 
Tang&al 

Peraturan Walikota Palembang 

Urai1n 

Perjalanan Oinas keluar daerah 

kurang dari 12 (dua be last jam. 

(06.00 wib s/d 18.00 wib) 

Perjalanan Olnas keluar diierah 

leblh dari 12 (dva betas) jam 

KOMPONEN BIAVA PERIAIAflAN DINAS KElUAR DAERAH 
KURANG DARI 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM 

Uarc:Harian Biaya 

Pef'lginapan 

"" -

v "'' kutang dari 24 (dU3 puluh empat) jam. 
(06.00 s/d lebih darl 18.00 wlb) 

8iaya 

Transport 

,,'I 

,,,, 

Tahun 2013 

2013 

Uang 
Representasi 

,11 

v 

Ke1erangan 
: Uang h~i3n d~n uang representas.i (ketentuan ayal (7) pasal 7► diberikan setlnggi-Ungglnya 7S% da(i besaran yang ditetapkan 

dil~m lampirari YI y3~ rnerup.1kan bae,i.in tidak terpiSah.kan dari Peratun:m WalikotJ lni. 

1. •• 
2. ,II 

3. •" 
•• ,I' 

s. , 

Oimdangkan di Palembang 

pads tanggal 

: Bi!'ly-a tr.1Mporl Pta,.i.wal dlbayarbn sesvai blaya nll berdasarkan bsilita:s lt3Mport yang ditetaptan d.alam lampiran 

yang merupa.km bagian tidak tcrpi:s:ahkan dari Pe~turan W,'1Jlk,ota ini. 
: Bi3ya Ptflt:irwipan dibetibn $ec.ara lumps1.1m setlngef.tingginya 30 '¾. dari ~,If pentfrmpan scb.-gaimana terul'ltum da~m 

Lamplf;)Jl Y31'18 me,upakan bagian tld:ak terpisahk3n da.ri Peraturan Walikot:a inl. 

: SeW3 kendar.:i.an dtlam kota (ketentuan ayat (8) pasal 7) dibayartan sesual biaya riil untuk 1 (µtu} harl den8an tarrf.setinggi--

tingginya sebagaimana te,cantum dalam lampirtin yane metupakan bagial'I Udak ttl'Plsahkan dari Pt(&turan W3ll.kota il'II. 

: Uang hiltlafl da, uang representasi u,etentuan ayat (1) pasal 7) dibayar un.tuk 1 (satu} hari sebes.ar vang ditet.apl(an 

dalam lampiran vane ~ rupabn bagi-an tidak terpisahkan dati Peraturan Walikota ln.i. 

WALIKOTA PALEMBANG 

Pih Sl:KRETARJS OAERAH KOTA PALEM.BAN-C., 

; H. ~ODY SANTANA PIJTRA 

?-

Sewa 
Kendaraan .. , 

v'' 



Lampiran 

Nomor 

Tanggal 

Peraturan Walikota Palembang 

Taht.m 201~ 

2013 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN 

Yang bertandatangan dlbawah ini : 

Nama 

NIP 
Jabatan 

Unit Kerja 

SKPD 

NOMOR : . ................................... .. 

............ (Pejabat penerbit Surat Togas) 

menyatak:::in clene..in ~P,.,meeuhny.:ii, h~hw.:ii tueas Perjatanan Oinas Jabatan atas nama : 
Nama .............. . ............. (Pelaksana SPD) 
NIP 
Jabatan 

Unit kerja 

SKPD 
dlbatalkan atau tidak dapat dilaksanakan dlsebab~n adanya keperluan dinas lainnya yang s.angat 
mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu ..... ...... .............................................................. . 

........................ ............................................. . . ............ (alasan pembatalan perjalanan dinas) 

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, p,elaksanaan perjalanan dinas tldak dapat digantikan 

oleh pejabat / pegawai negeri lain. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebEnarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Palembang, ........................ . 

yang membuat p~myataan 

( ............... ......................... .. ) 

Nip. 



l ampiran vi 

Nomor 

Tang.gal 

Peraturan Walikota Palembang 
Tahun Z013 
2013 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BIAVA PEMBATAIAN PERJAlANAN OINAS JABATAN 

Ycrng bertandatangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 

Jabatan 
Unit Kerja 
SKPO 

.......................... {PA/KPA) 

menyatakan dengan ses-ungguhnya, bahwa Perjalanan Olnas Jabatan berdasarkan Surat Tugas 
Nomor : ................ Tiinggal :... . ....• Dan SPO Nomor .............. Tanggal... ..... , an: 

Nama .......................................... (Pelaksana SPD) 

NIP 
Jabatan 
Unll tcerja 

SKPO 
dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembaralan Tugas Petja1anan Dina.s Jabaton Nomor 

.................... Tanggal .................. . 

Sel'kenaan dengan pembatalan tel'$ebut, biaya transpor betupa ...................... Oan biaya penginapan 
yang tetah ttrlanJur dibayarkan atas beban OPA tid:1k dapat dikemballkan / refund (sebagian / seluruh) 
sebesal' Rp ................... ....................... , .sehingga dibebankan pada Rekening anggaran ..... .......... . 

Demikian surat pemyataan ini dlbuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudlan hari teroyata surat 

pernvataan ini t idak benar dan menimbulk.an kerutian negara, sava bel'tanggungjawab pen uh dan 

bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara. 

Palembang, .................. . 

yang membuat pernyataan 

( .. ................................... ..... } 
Nip. 



Vang bcrtandatangan dibawah ini 
Nama 

NIP 
Jabatan 

Lampiran 

Nomor 
Tanggal 

OAFTAR PENGELUARAN RIil 

Peraluran Walikota Palembang 
Tahun2013 
20)3 

.......•• (Pejabat penerbit Surat Tugas} 

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPO) Nomo, ............... Tanggal .. .. . .... , dengan ini kami 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya pe1girH)pa,~ di bawah lni yang t idak dapat d iperofeh 

bukti-bukti pe,,ge-luarannya rnellputl · 

No. URAIAN JUMLAH 

Jumlah uang tersebut pada angka l dlatas benar-benar d1keluarkan untuk pf!laksanaon 
perjalanan din.as d imaksud clan apabila d i temudian hari terdapat kelcblhan atas pemba\'aran 
kami bersedia untuk menyetol'kan keleblhan tersebvt ke Kas Oaerah. 

oemikian s1.1rat pernvataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dtpergunakan sebagairnaoa 

mestinya. 

Mengetahui / menyelujul: 
Ku.asa Pengguna Anggaran 

\ ....... ......................... ) 
Nip. 

Palembang, .............................. . 

Pelaksana SPO, 

( ..... 
Nip, 



Llmpiran ,i: 1 

Nomor 
T:inggal 

Peraturn1\ Walikota Palembang 
Tahun 2013 
2013 

RINCIAN BIAVA PERJALANAN OINAS 

tamplron SPO Nomor 
Tang.gal 

No. PERINCIAN BIAVA JUMLAH KETERANGAN 
1 
2 
3 

• 
s 
6 
7 

8 

9 
Jumlah 
Terbilang 

Telah dibayar sejumlah 
Rp • .....•............. 

Bendahara Pengeluaran 

(. 

Nip. 
..................... ) 

Oitetapkan sejumlah 
yang telah dibayar semula 
Sisa kurang / Leblh 

Rp. 

P11lembans, ........................................ . 
Telah menerima jumlah uang sebesar 
R, .......... . 

Y~mg Menel1ma 

( ••·················· .. 
Nip. 

PERHITUNGAN SPC RAMPUNG 

: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 

PA/KPA 

( ........ . ...................• ) 
rtip. 



SKPO 

L. 

2. 

3. 

•• 
s. 

6. 

1, 

8. 

9. 

Lampiran fi 

Nomor 

Tanggal 

Peraturar Walikota Palembane 

SURAT PERJALANAN OINAS (SPO) 

Nomor 

Nam-ii Pe83w,"li Ycl1'8 m.el~k$,"lnt\kan Ptrjalanan Oinas 

Nip 

a. Pangk.at dan Golongan 

b. Jabatan / lnstansl 

C. TinR:k.at Biava Perialanan Oinas 
Maksvd Perja1anan Dinas 

Alat Angkutan yang dfpergunaka,, 

a. Tempat 8er.ingkttt 

b. Tempat Tujuan 

a. lamanya Perjttlan~rt D1nas 

b. Tanggal Berangkat 

C. Tantt,al harvs Kemball 

N.1m<'1 yMg dlikut sertakan 

Pe,nbeban.an Aneearan 

•• lnstans.1 

b. ftekening Anea .. r.,n 

teterangan Lain•l.iln 

Oikeh,1ark<11\ di 

Tanggal 

Tahun 2013 
2013 

PA/KPA 

( .................. ......................... ) 
NIP .. 



I'· Berangkat dari : 
(Tempat kedudukan} 
Ke : 
Pada tanggal 
Kepala : 

( ................. ................ . .... ) . Nip 

II. Tlba di 8erangkat dari : 

Pada Tgl : Ke : 

Kepata Po<la tanggal 
Kepala : 

( .......... ....... .. ................... ) ( .................... .. ................ ) 
Nip Nip 

Ill. Tlbo di 8erangkat dari : 
Pada Tgl : Ke : 

Kepala : Pada tanggal : 
Kcpa1a : 

( .......... ...... . ..................... ) ( ........ . ............. ,., ......... . ... ) 
.tllll J)lill. 

IV. Tibadi Berangkat dari : 

Pada Tgt : Ke : 

Kepala Pada tanggal : 
Kepala 

( ............... ............. . ......... ) ( ............. . .............. .. ........ ) 
Nip Nip 

v. Tibadl : 8erarigkat dari : 

Pada Tel : Ke : 
' 

Kepal• : Pada tanggal : 
Kepala : 

\ ................ ············· . ....... ) l ....... ........... .............. . .... ) 
Nip Nip 

VI, Tibadi : Berangkat dad : 

Pada Tgl : Ke : 

teepala : Pada tanggat 
Kepala : 

( .......................... ............. ) ( ........... .......................... . l 
Nip 

Nip 

VII, Catatan lain,fa in 

VIII. PERHATlAN: 
PA/KPA yartg menerbitkan SPO, pegawai yang mcl.)kukan perJalanan dlnas, p\1(3 pejab~t yanff 

mef'gesahk<m tanggal berangkt1,l/tiba, sorta bend~hara pei'lgeluar':ul bettansgungj.iwab berd\J$arkan 
peraturan-pc111tur<1n k.euangan negara / d.ierah a~3b\la neellra / daerah menderita kcr'uglan akibat 

kesalah.ou,, kelal:iian, dan kealpaannva. 


